Status Wali Washi Dalam Pernikahan  Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi’i by Busahwi, Busahwi et al.
  67 Syakhsia; Jurnal Hukum Perdata Islam 
 
 




Institut Agama Islam Negeri Madura Pamekasan  
afbahtiar@gmail.com 
 
Kudrat Abdillah  









Pernikahan dalam Islam mempunyai rukun dan syarat yang menentukan 
sah tidaknya pernikahan tersebut. Ulama‟ fiqh sependapat bahwa wali merupakan 
syarat atas sah tidanya perkawinan. Pembahasan mengenai siapa yang paling 
berhak menjadi wali memunculkan ikhtilaf di kalangan ulama‟ fiqh. Misalnya saja 
seperti yang terjadi diantara Imam Malik dan Imam Syafi‟i.  Pada dasarnya, Imam 
Malik dan Imam Syafi‟i sependapat bahwa wali merupakan rukun dalam 
pernikahan, akan tetapi kedua Imam ini berbeda pendapat terkait siapa saja yang 
berhak dan yang lebih didahulukan menjadi wali terutama dalam menyikapi wali 
wâshî, yakni orang yang berhak menjadi wali sebagai akibat atas wasiat ayah 
kandung (setelah matinya ayah). Mengenai wali wâshî ini, kedua ulama‟ tersebut 
berbeda pendapat tentang kebolehan mengakad nikahkan perempuan dengan wali 
wâshî tersebut. Dari persoalan inilah Penulis tertarik untuk melakukan kajian 
lebih lanjut dengan judul “Studi Komparasi Ststus Wali Wâshî dalam Pernikahan 
Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi‟i”. 
Ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini: 
pertama, Bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Syafi‟i tentang status wali 
wâshî dalam pernikahan?; kedua, Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat 
Imam Maliki dan Imam Syafi‟i tentang status wali wâshî dalam pernikahan?. 
Penelitian ini menggunakan  pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
library research (studi pustaka). Jenis data dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang berupa literatur-literatur. Data penelitian dihimpun menggunakan 
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teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dan informasi dari buku, jurnal, 
majalah dan artikel. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis 
deskriptif komparatif dengan pola pikir deduktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Imam Malik berpendapat  
bahwa wali wasĥi kedudukannya seperti ayah yang mempunyai hak ijbar dan 
statusnya didahulukan daripada wali nasab. Sedangkan Imam Syafi‟i beranggapan 
bahwasanya wasĥi tidak termasuk dari wali yang boleh menjadi wali bagi 
perempuan yang akan menikah, karena yang dianggap sebagai wali nikah oleh 
Imam Syafi‟i adalah „ashabah dan juga kerabat lain. Kedua, Persamaan pendapat 
Imam Malik dan Imam Syafi‟i terkait wali wasĥi adalah dalam penggunaan 
landasan hadits tentang peran wasĥi, namun terdapat perbedaan dalam 
menginterpretasikan hadits tersebut. Perbedaan lain dari kedua imam madzhab ini 
adalah Imam Malik berlandaskan pada qaul sahabi serta menganalogikan wali 
wasĥi dengan praktik taukil wali, sehinga beliau berpendapat bahwa wasĥi 
termasuk wali dalam pernikahan dan kedudukannya sama dengan ayah. 
Sedangkan Imam Syafi‟i menganggap akad wasiat ayah untuk menikahkan sama 
dengan taukil, sehingga ketika ayah meninggal, wasiat untuk menikahkan putus 
dan secara otomatis berpindah kepada kerabat perempuan tersebut. 
 
Kata Kunci: Wali Washi, Pernikahan, Imam Syafi‟i, Imam Malik 
 
PENDAHULUAN 
Pernikahan adalah terjemahan dari kata ٔىح (berkumpul) dan صٚج 
(pasangan), yaitu berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang semula 
terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh dan berpasangan atau bermitra sebagai 
suami isteri.
1
 Kedua kata ini secara umum digunakan al-qur‟an untuk 
menggambarkan terjalinnya hubungan perkawinan (pernikahan), yaitu 
berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang semula terpisah menjadi 
satu kesatuan yang utuh dan berpasangan/bermitra sebagai suami istri.
2
 
Adapaun dasar-dasar pernikahan yaitu banyak terdapat di Al-Qur‟an, 
diataranya sebagai berikut: 
1) Al-Qur‟an surat Adz-Dzariyat ayat 49: 
 َْ ُْ رَزَوَُّشٚ ِٓ ٌَؼٍََُّى َجْي ْٚ ًِّ َشْيٍء َخٍَْمَٕب َص ٓ ُو ِ َٚ 
“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 




                                                 
1
 Siti Musawwamah, Hukum Perkawinan, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010), 
hlm. 1. 
2
 Siti Musawwamah, Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Kawin Siri Menurut 
Pemuka Masyarakat Madura, cet.1 (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012), hlm. 1. 
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 Departeman Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, hlm. 523. 
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Pada prinsipnya nikah itu sunnah hukumnya bagi orang yang memerlukan 
penyaluran biologis, sekalipun orang yang bersangkutan sibuk dengan urusan 
ibadahnya. Selain diapun harus mampu mengadakan segala sesuatu yang menjadi 
kewajiban dan tanggung jawabnya, seperti: maskawin, sandang yang mengikuti 
cuaca dan nafkah sehari-hari.
4




a. Sunnah, bagi orang yang berkehendak serta cukup belanjanya (nafkah dan 
keperluan lain yang mesti dipenuhi); 
b. Wajib, bagi orang yang cukup belanjanya, dan kalau tidak menikah akan 
terjerumus dalam perzinahan; 
c. Makruh, bagi orang yangtidak mampu menafkahinya; 
d. Haram, bagi orang yang berniat menyakiti perempuan yang dikawininya; 
e. Mubah, bagi orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera 
nikah atau yang mengharamkannya. 
 
Menikah memiliki tujuan yang mulia dan jelas, bukan semata-mata karena 
urusan pribadi seseorang.  Imam Al-Ghazali, membagi tujuan dan faedah 
perkawinan kepada lima hal sebagai berikut:
6
 
1) M emperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan serta 
mengembangkan suku-suku bangsa manusia. Sebagaimana firman Allah: 
َٓ إِ  زَِّمي ُّ ٍْ ٌِ ٍَْٕب  اْجؼَ َٚ  ٍٓ حَ أَْػيُ يَّبرَِٕب لُشَّ رُّسِ َٚ اِجَٕب  َٚ ْٓ أَْص ِ َْ٘ت ٌََٕب  َب  َْ َسثَّٕ َٓ يَمٌُُٛٛ اٌَِّزي بِب  َٚ َِ 
“Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada 
kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), 




2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia. Sebagaimana terdapat dalam al-
Qur‟an surat al-Baqarah, yaitu: 
َُ الّلُ  ٍِ َّٓ َػ ُٙ جَبٌط ٌَّ ٌِ  ُْ ُ أَٔز َٚ  ُْ ٌِجَبٌط ٌَُّى  َّٓ ُ٘  ُْ فَُث إٌَِى َِٔغآئُِى َِ اٌشَّ يَب ُْ ٌَْيٍَخَ اٌّصِ ًَّ ٌَُى ُْ  أُِح ُ ُْ ُوٕز أََُّٔى
 ُْ َػفَب َػُٕى َٚ  ُْ ُْ فَزَبَة َػٍَْيُى َْ أَٔفَُغُى  رَْخزبُٔٛ
“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan 
isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah 
Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat 
                                                 
4
 Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, Terjemahan Fathul Mu‟in (Bandung: 
Sinar Baru, 2005), hlm. 1155. 
5
 Ponpes Annuqayah Latee, Syarat-Syarat Kecakapan Ibadah Amaliah, cet.8 (Sumenep: 
Ponpes Latee, 2006), hlm. 106. 
6
 H. Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum perkawinan Islam di Indonesia: 
Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 38. 
7
 Departeman Agama RI, Al-Qur‟an dan terjemahnya, hlm. 511-512. 
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menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af 
kepadamu….” (QS. Al-Baqarah (02): 187)
8
 
3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, sebagaimana firman Allah: 
ُْ َضِؼيفب   ٍَِك اإِلَٔغب ُخ َٚ  ُْ  يُِشيذُ الّلُ أَْ يَُخفَِّف َػُٕى
“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia 
diciptakan bersifat lemah” (QS. An-Nisaa‟: 28)
9
 
4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama yang 
besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang. Terdapat dalam firman Allah 
berikut: 
 َّ َسْح َٚ دَّح   َٛ َِّ ًَ ثَْيَُٕىُ  َجؼَ َٚ ب  َٙ اجب  ٌِّزَْغُىُٕٛا إٌَِْي َٚ ُْ أَْص ْٓ أَٔفُِغُى ِّ ْ َخٍََك ٌَُىُ  ِٗ أَ ْٓ آيَبرِ ِ َٚ َّْ خ  إِ
 َْ ٍَ يَزَفَىَُّشٚ ْٛ مَ ٌَِه ََليَبٍد ٌِّ  فِي رَ
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 




5) Membubuhkan kesungguhan berusah untuk mencari rezeki yang halal dan 
memperbesar rasa tanggung jawab. Sebagaimana firman Allah: 
 ْٓ ِ ب أَٔفَمُٛاْ  َّ ثِ َٚ ُْ َػٍَى ثَْؼٍض  ُٙ ًَ الّلُ ثَْؼَض ب فَضَّ َّ َْ َػٍَى إٌَِّغبء ثِ ٛ ُِ ا َّٛ َجبُي لَ اٌّشِ
 ُْ ِٙ ٌِ ا َٛ ِْ َ  ……أ
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah 
Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain 
(wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari 




Untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang 
sakinah, mawaddah wa rahmah semua ulama‟ sepakat menetapkan adanya rukun 
dan syarat perkawinan, meskipun berbeda-beda dalam menentukan man yang 
termasuk rukun dan mana yang tidak. Bahkan perbedaan itu juga terjadi dalam 
menentukan mana yang termasuk rukun dan mana yang termasuk syarat. Untuk 
mendapatkan gambaran yang jelas mengenai rukun dan syarat perkawinan menurut 
hukum Islam,maka urutan rukun perkawinan akan disamakan dengan uraia syarat-
syarat dari masing-masing rukun, yaitu: 
12
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 Departeman Agama RI, Al-Qur‟an dan terjemahnya, hlm. 36. 
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 Ibid, hlm. 107. 
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1) Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita  
2) Wali nikah. 
3) Saksi nikah. 
4) Ijab-qabul.  
 
PEMBAHASAN 
Biografi Imam Malik 
Nama lengkap Imam Malik  adalah Malik bin Annas bin Malik bin Abi 
Amir bin Amr bin Al-Harits bin Ghaiman bin khutsail bin Amr bin Al-Harits Al-
Ashbani Al-Humairi, Abu Abdillah Al-Madani dan merupakan imam Dar Al-
Hijrah. Nenek moyang meraka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku 




Imam Malik adalah Imam yang kedua dari Imam mazhab sunni. Beliau 
dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/712 M, dan 
wafat pada hari Ahad, 10 Rabi‟ul Awal 179 H/798 M di Madinah pada masa 
pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun Al- Rasyid. Nama lengkapnya 
ialah Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu „Amir ibn Harits. Beliau 
adalah keturunan bangsa Arab dusun Zu Ashbah, sebuah dusun di kota Himyar, 
jajahan negeri Yaman. Ibunya bernama Siti al „Aliyah binti Syuraik ibn 
Abdurrahman ibn Syuraik al- Azdidiyah.
14
 
Imam Malik dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang kurang mampu 
dalam bidang material, tetapi keluarga tersebut taat dalam melaksanakan ajaran 
Islam dan benar-benar mempelajari ilmu agama Islam, terutama hadits-hadits Nabi. 
Kakek Imam Malik termasuk ulama tabi‟in yang banyak meriwayatkan hadits 
Nabi, yang diperoleh dari Umar ibn Khaththab, Utsman bin Affan, Thalhah. 
Hadits-hadits itu juga diriwayatkan oleh cucunya, yaitu Imam Malik yang 
diterimanya dari Nafi dan Abu Sahal salah seorang guru Az-Zuhri.
15
 
Imam Malik Malik dianggap sebagai seorang pemimpin (Imam) dalam ilmu 
hadits. Sandaran-sandaran (Sanad) yang dibawa oleh beliau termasuk salah satu 
dari sanad yang terbaik dan benar. Karena beliau sangat berhati-hati dalam 
mengambil hadits-hadits Rasulullah SAW. Beliau orang yang dipercaya adil dan 
kuat ingatannya, cermat serta halus dalam memilih pembawa hadits (Rawi). 
                                                 
13
 Masturi Ilham dan Asmuni Taman, 60 Biografi Ulama Shalaf, Terjemahan dari Min 
A‟lam As-Salaf (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausari, 2006), hlm. 260 
14
 Haswir dan Muhammad Nurwahid, Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan 
Pemikiran Ulama Fiqih (Pekanbaru: Alaf Riau, 2006), hlm. 84-85. 
15
 M. Bahri Ghazali dan Djumadris, Perbandingan Madzhab (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 
1992), hlm. 59-60. 
72   Vol. 22 No. 1 Januari-Juni 2021 





Biografi Imam Syafi’i 
Imam Syafi‟i bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Al-
Abbas Ibn Syafi Ibn As-Sa‟ib Ibn Ubaid Ibn Yazid Ibn Hasyim Ibn „Abdul 
Muthalib Ibn „Abdi Manaf. Beliau di lahirkan di kota Gazah, Palestina pada tahun 
150 Hijriyah (767-820 M).
17
 Pendapat lain menyebutkan bahwa Al-Syafi‟i lahir di 
Ghuzah, suatu perkampungan di luar kota mekah, pada tahun 150 Hijriyah dan 
wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriyah.
18
 
Al-Syafi‟i merupakan keturunan bangsawan Quraisy ras Arab asli. Semasa 
dalam kandungan orang tuanya pergi ke Palestina, namun Setibanya di Palestina 
ternyata ayahnya jatuh sakit dan akhirnya berpulang ke Rahmatullah, sehingga 
Imam Syafi‟i-pun di asuh oleh ibunya dalam keadaan yatim. Tak lama setelah 
kelahirannya, ibunya membawa al-Syafi‟i ke Kota Mekkah yang merupakan kota 
leluhurnya, karena kota ini di anggap sangat potensial dan mengasah kemampuan 
al-Syafi‟i. Dan hasilnya Imam Syafi‟i mampu menghafal al-Quran secara sempurna 
pada usia sembilan tahun. Kemudian al-Syafi‟i mempelajari bahasa Arab Fashohah 
di perkampungan Bani Hudzail Selama kurang lebih tiga tahun, karena di 
perkirakan kabilah ini masih memakai Bahasa Arab yang di pakai atau berkembang 
pada masa Nabi dan Sahabat. Dengan ini di harapkan nantinya Imam Syafi‟i 
mampu mempelajari ilmu-ilmu keagamaan dengan baik melalui pemahaman yang 
mendalam terhadap al-Quran dan as-Sunnah. 
Untuk memperdalam ilmunya Imam Syafi‟i berangkat ke kota Madinah 
untuk berguru pada seorang Ulama terkenal bernama Abu Abdullah Malik Ibn 
Abbas ibn Malik atau yang di kenal dengan Imam Malik. Setahun kemudian ia 
mampu menghafal hadis-hadis dalam kitab al-Muwatta‟ karangan gurunya yakni 
Imam Malik tersebut di luar kepala. Setelah wafatnya Imam Malik pada tahun 179 
Hijriyah, Imam Syafi‟i pun berangkat ke Yaman, kampung halaman ibunya dengan 
niat awal bekerja sebagai pegawai pemerintah dari Dinasti Bani Abbas. Namun 
akibat tuduhan bahwa ia lekat dengan kelompok Alawy partai oposisi Bani Abbas, 
ia pun di kirim ke Bagdad untuk di introgasi khalifah Harun Ar-Rasyid, Khalifah 
Bani Abbas pada waktu itu. Namun berkat kepandaiannya ia bebas dari tuduhan, 
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 Masturi Ilham dan Asmuni Taman, 60 Biografi Ulama Shalaf, Terjemahan dari Min 
A‟lam As-Salaf, hlm. 76. 
17
 Dedi Supriyadi, Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru (Bandung: Pustaka 
Setia, 2008), hlm. 108. 
18
 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), 
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bahkan oleh Harun Ar-Rasyid ia di serahkan kepada Muhammad bin Hasan al-
Syaibani, salah seorang Qadhi yang beraliran Hanafiyah. Pada as-Syaibani inilah 
Imam Syafi‟i mempelajari pokok-pokok ajaran dari Madzhab Hanafi, sehingga 
lengkaplah pengetahuan beliau dari aliran fiqh Tradisional, rasionalisme Madinah 
dan rasionalisme Iraq. 
 
Wali Nikah Dan Wali Washi 
Menurut istilah wali adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk 
melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada dibawah perwaliannya karena 
dianggap tidak mampu atau tidak cakap hukum.
19
 Sedangkan dalam pernikahan 
wali adalah laki-laki yang bertanggungjawab atas perkawinan yang dilaksanakan di 
bawah perwaliannya, sehingga perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak 
terdapat wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria.
20
 
Wali juga memiliki arti mencintai dan pertolongan sebagaimana terdapat 
dalam firman Allah SWT berikut: 
َٕىِش  ُّ ٌْ ِٓ ا َْ َػ ْٛ َٙ ْٕ يَ َٚ ْؼُشِٚف  َّ ٌْ َْ ثِب ُشٚ ُِ
يَبء ثَْؼٍض يَؤْ ٌِ ْٚ ُْ أَ ُٙ َٕبُد ثَْؼُض ِ ْؤ ُّ ٌْ ا َٚ  َْ ُٕٛ ِ ْؤ ُّ ٌْ ا َٚ
 َ َْ اٌصَّالَح ٛ ُّ يُِمي َّْ الّلَ َٚ ُُ الّلُ إِ ُٙ ُّ ٌَـئَِه َعيَْشَح ْٚ ُ َسُعٌَُٛٗ أ َٚ َْ الّلَ  يُِطيؼُٛ َٚ َوبحَ  َْ اٌضَّ يُْؤرُٛ َٚ
 ٌُ  َػِضيٌض َحِىي
“Dan orang orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian dari 
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka 
menyuruh (mengerjakan) yang ma‟ruf, mencegah yang mungkar, 
mendirikan shalat, membayar zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-
Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesengguhnya Allah Maha 




Pernikahan merupakan ikatan sakral antara suami dan isteri dalam membina 
keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Dengan kata lain, pernikahan merupakan 
jalan untuk membentuk keluarga yang damai, tentram, penuh ketenangan, penuh 
kasih sayang sebagaimana dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW. Dengan 
adanya pernikahan, seseorang dapat mempunyai pasangan. Seorang laki-laki belum 
lengkap hidupnya tanpa perempuan, demikian juga perempuan tanpa laki-laki 
merasa belum lengkap hidupnya. Posisi “saling melengkapi” inilah yang mestinya 
difahami dan dipraktikkan oleh pasangan suami isteri dalam menjalani kehidupan 
rumah tangga.
22
 Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling 
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 Wahbah Az-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, hlm. 6690. 
20
 Abdullah Kelib, Hukum Islam (Semarang: PT Tugu Muda Indonesia, 1990), hlm. 11. 
21
 Departeman Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, hlm. 213. 
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 Siti Musawwamah, Hukum Perkawinan (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010), 
hlm. 1. 
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membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan 
kekurangan. Posisi “saling melengkapi” didasarkan pada firman Allah surat al-
Baqarah ayat 187 yang menjelaskan bahwa isteri adalah pakaian sebagaimana 
layaknya suami pakaian bagi isteri.
23
 
 ُْ ُ أَٔز َٚ  ُْ جَبٌط ٌَُّى ٌِ  َّٓ ُ٘  ُْ فَُث ِإٌَى َِٔغآئُِى َِ اٌشَّ يَب ُْ ٌَْيٍَخَ اٌّصِ ًَّ ٌَُى َّٓ  أُِح ُٙ جَبٌط ٌَّ ٌِ…… 
“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan 
isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah 




Islam memandang penikahan semata-mata sebagai hubungan atau kontrak 
keperdataan saja, akan tetapi pernikahan dalam ajaran islam mempunyai nilai 
ibadah, sebab pernikahan merupakan perintah agama kepada yang mampu untuk 
segera melaksanakannya. Selain itu, pernikahan juga dapat memjadi salah satu 
jalan dalam mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun 
dalam bentuk perzinahan. Adapun bagi orang yang berkeinginan untuk melakukan 
pernikahan akan tetapi belum mempunyai bekal, maka nabi Muhammad SAW. 
menganjurkan untuk berpuasa, karena orang yang berpuasa akan memiliki 
kekuatan atau penghalang dari berbuat hal tercela yang sangat keji, yaitu 
perzinahan sebagaimana terdapat dalam hadits yang diriayatkan oleh „Alqamah : 
َغ َػْجِذ  َِ ِشَي  ِْ ُْٕذ اَ ُْٕٗ لَبَي : ُو ِخ َسِضَي هللاُ َػ َّ ٍْمَ ْٓ َػ ُْ َسِضَي هللاُ َػ ب َّ َٕى فٍََِميَُٗ ُػثْ ِّ هللاِ ثِ
ُجَه َجبِسيَخ  َشبثَ  ِ ّٚ ُٓ أَََل َُٔض َّ ْح ُْ : يَب أثَب َػْجِذ اٌشَّ ب َّ ؼَُٗ يَُحذِّ ثَُٗ  فَمَبَي ٌَُٗ ُػثْ َِ  ََ ب فَمَب َّ ُٙ ْٕ خ ؟ َػ
ب َِٔه؟ لَبَي: فَمَبَي  َػْجذهللُاِ  َِ ْٓ َص ِ َضي  َِ ب  َِ ب رَْزُوُشَن ثَْؼَض  َٙ ٌَِهق ٌَمَْذ َلبَي ٌَؼٍََّ ٍَْذ رَا :ٌَقْ لَ
ٌْجَبَءحَ  ُُ ا ُْٕى ِ ِٓ اٌْغزََطبَع  َِ ؼََشَش اٌشَّجَبِةق  َِ : يَب  َُ َعٍَّ َٚ  ِٗ ُي هللاِ َصٍَّى هللاُ َػٍَْي ْٛ ٌََٕب َسُع
ُْ يَْغزَِطْغ فَؼٍََيْ  ٌ ْٓ َِ َٚ ٍْفَْشجِق   ٌِ  َٓ اَْخَص َٚ ٍْجََصِش  ٌِ ُ اََغضُّ  ْج قفَِبَّٔٗ َّٚ ُ ٌَُٗ فَباٌْيَزََض َِ فَِبَّٔٗ ْٛ ِٗ ثِباٌصَّ
َجبءٌ  ِٚ 
“Dari Alqomah RA, dia berkata: aku pernah berjalan bersama Abdullah di 
Mina, lalu Utsman RA menemuinya untuk berbincang dengannya. Utsman 
bertanya kepada abdullah, „Hai Abu Abdurrahman! Tidakkah kamu mau 
jika kami mengawinkanmu dengan seorang gadis yang dapat 
mengingatkanmu dari sebagian masa lalumu‟ kata Alqomah, Abdullah 
menjawab, „jika kamu katakan itu, maka sungguh Rasulullah SAW telah 
bersabda kepada kita „wahai para pemuda! Barang saiapa diantara kalian 
telah mampu dalam biaya nikah maka hendaklah ia menikah, karena 
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menikah bisa menundukkan penglihatan dan menjaga kemaluan. Barang 





Sebagaimana hukum-hukum agama yang lain, pernikahan dalam Islam 
mempunyai rukun dan syarat yang menentukan sah tidaknya pernikahan tersebut, 
artinya pernikahan tidak sah apabila antara rukun ataupun syarat tersebut tidak 
terpenuhi.
26
 Salah satu rukun dalam pernikahan adalah adanya wali dari pihak 
pengantin wanita, karena seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.  
Secara etimologi, wali berarti mencintai dan pertolongan. Sedangkan 
menurut istilah wali adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan 
perbuatan hukum bagi orang yang berada dibawah perwaliannya karena dianggap 
tidak mampu atau tidak cakap hukum.
27
 Dalam pernikahan, wali adalah laki-laki 
yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah 
perwaliannya, sehingga perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali 
yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria.
28
 Adapun tujuan 
adanya wali dalam pernikahan adalah untuk menjaga dan melindungi seorang 
wanita karena wanita mudah tertipu dan terkecoh. 
Imam Syafi‟i berpendapat bahwa apabila wanita melakukan pernikahan 
tanpa adanya wali, maka pernikahan tersebut batal dan tidak sah. Selain itu, yang 
menjadi wali dalam pernikahan haruslah orang yang berhak menjadi wali. Dengan 
demikian, jika wali nikah dilakukan oleh orang yang tidak berhak menjadi wali 
nikah, maka pernikahan itu adalah batal.
29
 Sependapat dengan Imam Syafi‟i, Imam 
Malik berpendapat bahwasanya tidak sah nikah tanpa adanya wali,dan Imam Malik 
menempatkan wali sebagai syarat dalam pernikahan. Sedangkan Imam Abu 
Hanifah berpendapat bahwa nikahnya seorang perempuan yang sudah balightanpa 
adanya wali dianggap sah dengan syarat calon suaminya sekufu‟.
30
 Perbedaan 
pendapat juga terjadi dalam menentukan siapa saja yang berhak menjadi wali untuk 
menikahkan seorang perempuan. Imam Hanafi berpendapat bahwasanya perwalian 
itu hanya mengenal wali mujbir ditinjau dari kedekatan hubungan persaudaran 
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antara wali dengan yang akan dinikahkannya. Sehingga menurut Imam Hanafi 
yang berhak menjadi wali adalah golongan anak, golongan ayah, golongan saudara, 
golongan paman, orang yang memerdekakan budak dan kemudian hakim.
31
 
Imam Malik mengelompokkan wali menjadi wali mujbir dan wali ghairu 
mujbir. Wali mujbir diklasifikasikan sesuai urutannya mulai dari majikan seorang 
budak, walaupun majikannya seorang perempuan majikan tersebut mempunyai hak 
ijbar bagi budaknya dengan syarat tidak menimbulkan bahaya bagi budak tersebut 
dikemudian hari. Dalam hal ini majikan lebih didahulukan dari pada ayahnya. 
Kemudian ayah, baik dia orang yang cerdas ataupun orang yang bodoh. Ayah 
berhak menikahkan anaknya dengan hak ijbar dan yang terakhir adalah wali 
wâshî.
32
 Secara bahasa, wâshî adalah orang yang melaksanakan wasiat, sedangkan 
dalam pernikahan wali wâshî adalah orang yang diwasiati oleh ayah untuk menjadi 
wali atas perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan ketentuan ayah 
telah menjelaskan kepada wâshî siapa yang akan menjadi suami anaknya, mahar 
anak tersebut tidak boleh kurang dari mahar mitsli dan calon suaminya bukan orang 
fasik. Sedangkan wali ghairu mujbir terdiri dari golongan anak ke bawah, golongan 
kakek, golongan saudara ayah, golongan paman.  
Imam Syafi‟i sependapat dengan Imam Malik dengan mengklasifikasikan 
wali menjadi wali mujbir dan wali ghairu mujbir. Menurut Imam Syafi‟i wali 
mujbir terdiri dari ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Kewenanangan wali Mujbir 
hanya diperuntukan bagi wanita yang belum pernah kawin baik masih anak-anak 
maupun sudah dewasa.
33
 Sedangkan wali ghairu mujbir terdiri dari ayah, kakek 
dan seterusnya dilanjutkan oleh ahli waris ashobah.  
Imam Malik berpendapat bahwasanya golongan ghairu mujbir dikatakan 
sebagai wali yang bersifat opsional, artinya tidak diharuskan untuk mendahulukan 
wali yang pangkat kekerabatannya lebih dekat. Sedangkan Imam Syafi‟i 
mewajibkan adanya urutan wali dengan runtut, beliau menjelaskan ketika ada wali 
yang lebih dekat maka harus didahulukan. Dari penjelasan tersebut Imam Syafi‟i 
tidak memberikan keterangan secara tersurat terkait dengan perwalian yang 
disebabkan oleh wasiat seorang ayah (wali wâshî).  
Perbedaan pendapat dikalangan Imam Malik dan Imam Syafi‟i terkait status 
wali wâshî  tidak lepas dari masalah wisayah. Wisayah merupakan amanat yang 
diberikan seseorang kepada orang lain agar melaksanakan pesan-pesannya sesudah 
ia meninggal seperti melunasi hutang-hutangnya, menjaga dan menafkahi anak-
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anaknya dan lain sebagainya. Imam Syafi‟i sendiri sepakat terkait dengan hukum 
wisayah bahkan di sebutkan bahwasanya hukum asal wisayah adalah sunnah. 
Membahas wisayah secara lebih spesifik terkait hak perwalian dalam nikah, Imam 
Malik mengatakan hal itu boleh dilakukan sedangkan Imam Syafi‟i tidak 
menjelaskan secara tersurat terkait kebolehan berwasiat untuk menjadi wali dalam 
pernikahan. 
Dari berbagai keterangan di atas yang menjelaskan berbagai macam 
pendapat tentang wali, penulis hanya membatasi pada pendapat Imam Malik dan 
Imam Syafi‟i. Pada dasarnya Imam Malik dan Imam Syafi‟i sependapat bahwa wali 
merupakan rukun dalam pernikahan, akan tetapi kedua Imam ini berbeda pendapat 
terkait siapa saja yang berhak dan yang lebih didahulukan menjadi wali terutama 
dalam menyikapi wali wâshî. Imam Malik menyatakan bahwa wali wâshî  
dikategorikan sebagai wali mujbir dan lebih didahulukan menjadi wali dari pada 
wali nasab. Wali wâshî mendapatkan hak kewalian apabila ayah yang mewariskan 
kepada wâshî siapa orang yang akan menjadi suami anaknya. Semisal 
“Nikahkanlah anakku dengan Fulan”, atau ketika ayah menyebutkan secara jelas 
hak ijbar ketika berwasiat seperti “ Paksalah anak saya untuk menikah”, atau ayah 
menyebutkan secara jelas kata yang mengandung makna menanggung seperti 
“Nikahkanlah anak saya sebelum baligh”, atau “Nikahkanlah anak saya terserah 
dengan apa yang kamu inginkan, mahar anak tersebut tidak boleh kurang dari 
mahar mitshli dan calon suaminya bukanlah orang fasiq.  Hak kewalian wali wâshî 
pada dasarnya diperoleh sebagai akibat dari wasiat ayah kandung, oleh karena itu 
hak kewalian wali wâshî dapat digunakan apabila ayah kandung dari perempuan 
yang bersangkutan telah meninggal dunia. Menurut Imam Syafi‟i  wali wâshî  tidak 
memiliki hak untuk menjadi wali dalam pernikahan.  
Dari beberapa data yang telah penulis kumpulkan, pada dasarnya antara 
Imam Syafi‟i dan Imam Malik terdapat kesamaan hadits yang dijadikan landasan 
tentang peran wali wasĥi dalam pernikahan, yaitu hadits yang diriwayatkan 
Abdullah bin Umar yang berbunyi:  
ٔب احّذ ثٓ دمحم ثٓ صيبدق ٔب ػجذ اٌىشيُ يٓ اٌٙثيُق ٔب ػجيذ ثٓ يؼيشق ٔب يٛٔظ يٓ يىيشق 
ٔبدمحم ثٓ إعحبقق غٓ ٔبفغق ػٓ اثٓ ػّشق لبي: صٚجٕي خبٌي لذاِخ ثٓ ِظؼْٛ ثٓ 
غجٙب في اٌّبي ٚخطجٙب أخيٗ ػثّبْ ثٓ ِظؼْٛ فذخً اٌّغيشح ثٓ شؼجخ ػٍى أِٙب فؤس
إٌيٙب فشفغ شؤٔٙب إٌى إٌجي ملسو هيلع هللا ىلصق فمبي لذاِخ: يب سعٛي هللا اثٕخ أخي ٚأٔب ٚصي أثيٙب 
ٌُٚ ألصش ثٙب صٚجزٙب ِٓ لذ ػٍّذ فضٍٗ ٚلشاثزٗق فمبي سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ))إٔٙب يزيّخ 
شح ثٓ شؼجخ. ٌُ يغّؼٗ دمحم ثٓ ٚاٌيزيّخ أٌٚى ثؤِش٘ب((. فٕضػذ ِٕي ٚصٚجٙب اٌّغي
أعحبق ِٓ ٔبفغ. ٚإّٔب عّؼٗ ِٓ ػّش ثٓ حغيٓ ػٕٗ. ٚوزاٌه سٚاٖ إثشا٘يُ ثٓ عؼذ 
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“Menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Ziyad, Abdul 
Karim bin Hasyim, „Ubaid bin Ya‟isy, Yunus bin Bukair, Muhammad bin 
Ishaq, dari Nafi‟, dari Ibn „Umar, berkata: bahwasanya saya telah 
dinikahkan Qudamah bin Madz‟un dengan anak perempuan dari 
saudaranya yaitu Utsman bin Madz‟un, sampai kemudian Mughirah bin 
Syu‟bah mendatangi isterinya Utsman bin Madz‟un dan membuat isterinya 
Utsman bin Madz‟un cenderung lebih menyukai dan setuju jika anaknya 
dinikahkan dengan Mughirah karena secara ekonomi Mughirah lebih kaya, 
kemudian isteri Utsman bin Madz‟un dating kepada Nabi dan 
menceritakan perihal tersebut kepada Nabi dan menyatakan bahwasanya 
anaknya juga kurang senang terhadap perjodohan tersebut. Qudamah bin 
Madz‟un pun kemudian pergi kepada Nabi dan berkata: saya pamannya 
dan orang yang diwasiati ayahnya, dan saya nikahkan anak saudara 
tersebut kepada Abdullah bin Umar yang tidak mempunyai cela kecuali 
memang kurang dalam masalah ekonomi. Kemudian Nabi menjawab: 
“sungguh anak tersebut adalah anak yang yatim, dan tidak boleh 
dinikahkan atas izin darinya” 
 
Hadits di atas sama-sama dijadikan sebagai landasan awal dalam 
menetapkan pendapat dari kedua imam madzhab (Syafi‟i dan Malik) tentang status 
wali wasĥi dalam pernikahan. Akan tetapi kedua imam madzhab ini kemudian 
berbeda pendapat dalam menginterpretasikan hadits di atas sehingga mereka 
berbeda pendapat tentang status wali wasĥi. 
Dalam menganalisis hadits di atas, Imam Syafi‟i berpendapat bahwasanya 
nabi mengatakan: “tidak boleh dinikahkan kecuali atas izinnya”, sedangkan 
Qudamah sendiri telah menyatakan bahwa dirinya adalah wasĥi dari ayahnya, akan 
tetapi Nabi tidak bertanya apakah ayahnya berwasiat untuk menikahkannya 
ataupun tidak, ataupun ayah sudah menjelaskan calon suami dalam wasiat atau 
belum. Sehingga bisa ditarik kesimpulan jika hukumnya tidak seperti itu (wasĥi 
boleh menikahkan) tentu Nabi akan mempertanyakannya. Dan perlu diketahui 
bahwasanya hak untuk menjadi wali sudah ditetapkan dalam syara‟, maka tidak 
boleh memindahkan hak tersebut kepada wasĥi, seperti berwasiat kepada orang 
untuk mengurusi anak kecil sedangkan kakeknya masih hidup. Lafadz  إٔٙب يزيّخ dan 
 dipahami sebagai sebuah indikasi akan perbedaan status ayah dan ٚاٌيزيّخ أٌٚى ثؤِش٘ب
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wasĥi. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa ayah mempunyai hak ijbar bagi 
anak yang masih perawan, sehingga ketika wasĥi menempati posisi ayah maka dia 
berhak untuk menikahkan anak tersebut tanpa harus izin terlebih dahulu. 
Ulama‟ yang menjadikan wasĥi sebagai wali menjadikan hadits di atas 
sebagai dasar dari pendapat mereka.  Karena apabila ditinjau dari kasus yang ada, 
hadits di atas adalah contoh perwalian yang dilakkukan oleh wasĥi, dimana wasĥi 
menikahkan anak perempuan dan Rasulullah tidak mengingkari hal tersebut. Titik 
tekan hadits di atas terletak pada kata يزيّخ dan mengandung pengertian bahwa wali 
harus meminta izin ketika akan menikahkan anak yatim yang masih kecil. 
Didukung dari beberapa metode istnbat hukum Imam Malik yang lain, 
seperti qaul sahabi dan analogi antara wali nikah dengan wasiat untuk menikahkan, 
Imam Malik beranggapan bahwa wali wasĥi kedudukannya seperti ayah, sehingga 
wali wasĥi mempunyai hak ijbar dan statusnya didahulukan daripada wali nasab 
yang lain. Hanya majikan, ayah dan wasĥi yang dikategorikan sebagai wali mujbir. 
Menurut Imam Malik bahwa kedudukan ayah dalam perwalian berada di bawah 
majikan, artinya ayah tidak dapat menikahkan anaknya jika anaknya tersebut 
berstatus sebagai budak dan berada dalam penguasaan majikannya.
35
  






3. Saudara seayah dan seibu; 
4. Anak saudara seayah dan seibu; 
5. Anaknya saudara seayah; 
6. Kakek; 
7. Paman; 
8. Anak paman; 
9. Ayahnya kakek; 
10. Paman seayah; 
11. Anak paman seayah;  
12. Pamannya kakek dan  
13. Anaknya pamannya kakek. 
Imam Malik tidak mewajibkan adanya runtut dalam perwalian.  Wali selain 
yang dikategorikan sebagai wali mujbir, berwenang untuk menikahkan perempuan 
yang bersangkutan secara fakultatif. Artinya walaupun masih ada wali yang lebih 
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dekat urutan kekerabatannya, bagi wali yang secara kekerabatannya jauh masih 
diperkenankan untuk menjadi wali bagi perempuan tersebut.   
Sedangkan Imam Syafi‟i beranggapan bahwasanya wasĥi tidak termasuk 
dari wali yang boleh menjadi wali bagi perempuan yang akan menikah, karena 
yang dianggap sebagai wali nikah oleh Imam Syafi‟i adalah golongan‟ashabah dan 
juga kerabat lain. Imam Syafi‟i mewajibkan adanya urutan yang runtut dalam 
perwalian. Menurut Imam Syafi‟ai urutan wali nasab terdiri atas:
37
 
1. Bapak, kakek (orang tua bapak) dan seterusnya ke atas; 
2. Saudara laki-laki kandung sebapak seibu; 
3. Saudara laki-laki sebapak lain ibu; 
4. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung; 
5. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya; 
6. Paman, yaitu saudara dari bapak sekandung; 
7. Paman sebapak, yaitu saudara dari bapak sebapak lain ibu; 
8. Anak-anak paman kandung (saudara sepupu); 
2. Anak laki-laki paman sebapak. 
Berdasarkan urutan seperti yang terdapat di atas dapat dikatakan bahwa 
ayah adalah orang yang paling berhak menjadi wali bagi anak perempuannya, dan 
apabila ayah tidak ada maka kedudukan ayah dapat digantikan oleh wali yang 
lainnya berdasarkan urutan tersebut, namun apabila yang berhak masih ada, maka 
yang lain tidak diperkenankan menjadi wali.
38
 
Imam Syafi‟i mewajibkan adanya urutan yang runtut dalam perwalian, oleh 
karena itu apabila yang berhak menjadi wali itu tidak memenuhi syarat, , maka 
dengan demikian yang berhak menjadi wali adalah wali yang berikutnya atau 
diserahkan kepada wali hakim. Dapat dikatakan bahwa imam Syafi‟i tidak 
menempatkan wasĥi sebagai bagian dari orang yang boleh menjadi wali bagi 
perempuan yang akan menikah, karena yang dianggap sebagai wali nikah oleh 
Imam Syafi‟i adalah golongan‟ashabah dan juga kerabat lain. Menurut Imam 
Syafi‟i bahwa ketika seseorang meninggal, maka secara otomatis perwaliannya 
terputus.  Apabila wasĥi masih menjadi wakil setelah orang yang berwasiat 
meninggal, maka wasĥi itu statusnya sebagai wakil ayah atau saudara sehingga 
dikategorikan sebagai walinya wali, yang kemudian mempunyai hak untuk 
menikahkan anak perempuan baik itu perawan ataupun janda dengan status sebagai 
wakilnya ayah yang hanya punya hak untuk menikahkan saja, tidak punya hak 
untuk melakukan hal-hal selain dari wewenang untuk menikahkan tersebut.
39
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KESIMPULAN 
Imam Malik beranggapan bahwa wali wasĥi kedudukannya seperti ayah, 
sehingga wali wasĥi mempunyai hak ijbar dan statusnya didahulukan daripada wali 
nasab yang lain. Hanya majikan, ayah dan wasĥi yang dikategorikan sebagai wali 
mujbir. Sedangkan Imam Syafi‟i beranggapan bahwasanya wasĥi tidak termasuk 
dari wali yang boleh menjadi wali bagi perempuan yang akan menikah, karena 
yang dianggap sebagai wali nikah oleh Imam Syafi‟i adalah „ashabah, dan 
golongan paman dari pihak ibu tidak termasuk wali. Oleh karena itu, ketika seorang 
yang dianggap wali bukan dari golongan „ashabah, maka seorang wasĥi pun tidak 
berhak untuk menjadi wali, baik bagi perempuan yang masih perawan ataupun 
yang sudah janda.  
Persamaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi‟i terkait wali wasĥi 
adalah dalam penggunaan landasan hadits tentang peran wasĥi, yaitu sama-sama 
menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, namun demikian 
terdapat perbedaan dalam menginterpretasikan hadits tersebut. Perbedaan lain dari 
kedua imam madzhab ini adalah: 
a. Imam Malik tidak mewajibkan adanya runtut dalam perwalian. Wali selain 
yang dikategorikan sebagai wali mujbir yakni selain majikan seorang budak, 
ayah dan wasĥi, berwenang untuk menikahkan perempuan yang bersangkutan 
secara fakultatif. Sedang Imam Syafi‟i mewajibkan adanya urutan yang runtut 
dalam perwalian dan wasĥi tidak termasuk dalam runtut wali yang boleh 
menikahkan perempuan; 
b. Imam Malik berlandaskan pada qaul sahabi serta menganalogikan wali wasĥi 
dengan praktik taukil wali, sehinga beliau berpendapat bahwa wasĥi termasuk 
wali dalam pernikahan dan kedudukannya sama dengan ayah. Sedangkan 
Imam Syafi‟i menganggap akad wasiat ayah untuk menikahkan sama dengan 
taukil, sehingga ketika ayah meninggal, wasiat untuk menikahkan putus dan 
secara otomatis berpindah kepada kerabat perempuan tersebut. Imam Syafi‟i 
tidak menjadikan wasĥi sebagai wali dalam pernikahan. Implikasi hukumnya 
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